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A. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum 

materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara 

perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya 

berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata 

materiil melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran 

terhadap hukum perdata materiil atau terjadi sengketa. Bahkan 

hukum acara perdata juga mengatur bagaimana tata cara 

memperolah hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi 

VHQJNHWD� PHODOXL� SHQJDMXDQ� ´SHUPRKRQDQµ� NH� SHQJDGLODQ� 

Namun demikian, secara umum hukum acara perdata 

mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim 

di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, 

pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan 

eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. 

Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin 

terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih 

melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah 

hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, 

hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur 

tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain. 

Berikut ini dikutip beberapa definisi hukum acara perdata; 

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 

mempunyai SHQJHUWLDQ� ´SHUDWXUDQ� KXNXP� \DQJ� PHQJDWXU�

bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata 

materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain 
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ASAS 
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A. Pengertian Gugatan 

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka 

seseorang harus membuat gugatan. Yang dimaksud dengan 

gugatan adalah suatutuntutan hak yang diajukan oleh 

penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Menurut pakar 

hukum positif, gugatan adalah tindakanguna memperoleh 

perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa 

pihak lain memenuhi kewajibannya. 

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak 

dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum 

yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan 

menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain 

atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui 

pengadilan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh 

penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang 

memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu 

sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar 

pemeriksaan perkara. 

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling 

berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau 

gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon 

atau penggugat atau kuasanya. 

Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat 

gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu: 
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A. Pendaftaran dan Panggilan 

Pengertian Pemanggilan Menurut Hukum Acara 

Perdata. Bagian terpenting dalam proses persidangan salah 

satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi 

suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses 

pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak 

terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan 

itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses 

pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara 

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan 

merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. 

Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara yang ditangani. 

Kata Panggil Dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia 

memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak 

(meminta), datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. 

Sedangkan Pemangilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan 

memanggil.  

Menurut Yahya Harahap, Pemanggilan atau panggilan 

(convocation, convocatie) dalam arti sempit merupakan perintah 

menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan 

panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum 

pemberitahuan atau aanzegging (notification), yang antara lain; 

pemberitahuan  putusan PTA dan MA, permintaan Banding, 

memori, kontra memori banding dan lain-lain. 

PEMERIKSAAN 
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A. Pengertian Pembuktian. 

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta 

fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar 

sudah terjadi (Abdulkadir Muhammad, 2008:125). H Zainal 

Asikin (2015: 98) menyebutkan pembuktian merupakan cara 

untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya 

dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau 

korban dapat ditindak secara hukum. Sudikno Mertokusumo 

(1982 : 102) menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis 

WLGDN�ODLQ�PHUXSDNDQ�SHPEXNWLDQ�´KLVWRULVµ��3embuktian yang 

bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi 

secara konkreto. Membuktikan pada hakekatnya berarti 

mengapa peristiwa peristiwa tertentu dianggap benar. 

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup 

kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan sanubari 

hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari 

kebenaran materiil, asal kebenaran itu ditegakkan di atas 

landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Kalupun hakim 

yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan 

alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, 

walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat 

membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus 

menerimanya sebagai kebenaran (Yahya Harahap, 2008: 498 ² 

499). 
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A. Pengertian 

1. Tugas dan Kewajiban Hakim 

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir 

bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah 

satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, 

memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk 

memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. 

a. Fungsi dan Tugas Hakim 

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah 

pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh 

Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian 

fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau 

mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada 

pengadilan. 

Dalam peradilan, tugas hakim adalah 

mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang 

ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan 

demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah 

menerima, memeriksa dan mengadili serta 

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti 

yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman 

tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 

Tahum 2009. 

PUTUSAN 

PENGADILAN 



 

139 

 

BAB 

6 

 

 

Upaya hukum yang dimaksud di sini adalah suatu upaya 

yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang 

sedang berperkara perdata di pengadilan untuk mengajukan 

perlawanan terhadap putusan pengadilan. Dalam hukum acara 

perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu upaya 

hukum biasa, yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang 

belum berkekuatan hukum tetap, dan upaya hukum luar biasa 

atau istimewa, yang tersedia terhadap putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. 

 

A. Upaya Hukum Biasa. 

1. Verzet atau Perlawanan 

Verzet atau perlawanan adalah upaya hukum 

terhadap putusan verstek. Verzet pada dasarnya disediakan 

bagi tergugat yang berkeberatan atas putusan verstek. Bagi 

penggugat yang dikalahkan atau berkeberatan atas putusan 

verstek tidak dapat mengajukan verzet, tetapi banding. 

2. Banding. 

Upaya hukum banding adalah upaya hukum 

terhadap putusan pengadilan negeri. Syarat formal yang 

harus dipenuhi oleh pihak yang berkeberatan terhadap 

putusan pengadilan negeri adalah pengajuan permohonan 

pemeriksaan tingkat banding, yang harus diajukan dalam 

tenggang waktu 14 (empat belas) hari. 

Pihak yang mengajukan permohonan banding dapat 

mengajukan memori banding. Pengajuan memori banding 

UPAYA 
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Eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan 

pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan (Abdul Kadir 

Muhammad, 1986: 217). Putusan pengadilan dipaksakan kepada 

pihak yang dikalahkan, karena ia tidak mau melaksanakan 

putusan dengan sukarela. Eksekusi memuat aturan dan tata cara 

lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan 

bagian yang sangat penting dalam hukum acara, karena 

penggugat bukan hanya mengharapkan putusan pengadilan yang 

memenangkan / menguntungkannya, tetapi ia juga 

mengharapkan putusan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila 

putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kemenangan 

penggugat dirasakan sia-sia. Bahkan dapat dikatakan ia telah 

mengalami kerugian, karena ia tidak memperoleh hak yang 

sepatutnya ia terima setelah melewati proses persidangan yang 

membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu maupun biaya. 

Menurut Indroharto (1993:243), yang dimaksud dengan 

eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau 

dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Mengenai hakekat 

dari pelaksanaan putusan, Sudikno Mertokusumo mengemukakan 

(1982: 205) : Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan 

putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah 

selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau 

dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat 

dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai 

kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa 

yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat 

EKSEKUSI 
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A. Penundaan Eksekusi 

Setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap harus dijalankan eksekusinya.Namun, terhadap 

setiap eksekusi pada umumnya selalu ada reaksi permintaan 

penundaan tersebut terutama datang dari termohon eksekusi, 

tetapi adakalanya datang dari pihak ketiga. Permohonan 

penundaan  tersebut didasarkan atas berbagai macam alasan. 

Pada umumnya alasan tersebut tidak relevan sehingga terkesan 

hanya akan mengulur waktu eksekusi saja. Akan tetapi, 

adakalanya didasarkan pada atas alasan yang cukup kuat 

sehingga perlu dipertimbangkan. 

Penundaan eksekusi bersifat kasuistis dan tidak ada 

patokan untuk menunda eksekusi. Misalnya peninjauan 

kembali tidak berlaku sebagai alasan penundaan eksekusi, 

tetapi alasan peninjauan kembali bobotnya kuat sehingga 

diperkirakan peninjauan kembali itu membatalkan putusan 

yang akan dieksekusi, dapat dijadikan alasan untuk menunda 

eksekusi.  Penundaan eksekusi bersifat ekseptionil atau 

merupakan tindakan pengecualian dari asas umum hukum 

eksekusi. 

 

B. Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan (Non Eksekuntabel) 

Adakalanya suatu eksekusi tidak dapat dijalankan atau 

Non Eksekuntabel. Adapun yang dapat dijadikan alasan tidak 

dapat dijalankan menurut M. Yahya Harahap sebagai berikut: 

 

PENUNDAAN EKSEKUSI 

DAN EKSEKUSI YANG 

TIDAK DAPAT 

DIJALANKAN  

(Non Eksekuntabel) 
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